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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR     9    TAHUN 2016 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI  

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang :  bahwa dalam rangka memperbaiki manajemen dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja, khususnya pelayanan publik, sesuai 

ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011           

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan               

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006                     

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang            

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah              

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014               

Nomor 80); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014                        

Nomor 1842); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah                      

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015                       

Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C); 

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang                

Tahun 2011 Nomor 12/E); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. 

 

Pasal 1 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang.  

(2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 2 

 

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: 

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan 

ruang lingkup evaluasi; 

b. menyusun desain evaluasi dan pemahaman mengenai 

metodologi dan teknik evaluasi yang digunakan dalam 

evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh 

dalam proses evaluasi; dan 

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme 

pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data. 

 

Pasal 3 

 

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malang, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan. 

 

Pasal 4 

 

 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka               

 Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2014 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal  12  April  2016 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal  12  April  2016 

    SEKRETARIS DAERAH 

 

Ttd. 

 

   ABDUL MALIK 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016 Nomor   5    Seri   D 


